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BUPATI TASIKMALAYA 

PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 

NOMOR 111 TAHUN 2022 

TE TANG 

PENERAPAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TASIKMALAYA, 

a. bahwa Pemerintah Daerah Kabu paten Tasikmalaya 
menera pkan penggunaan Tanda Tangan Elek tronik 
sebagai bagian dari Sistem Pemerintahan Berbasis 
Elektronik; 

b. ba hwa dalam rangka mewujudkan kepa stian h u ku m serta 
menunjang kelancaran pelaksanaan penerapan Tanda 
Tangan Elektronik, perlu menetapkan pengatu ran yang 
komprehen sif a tas penerapan Tanda Tangan Elektronik; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana d imaksud 
dalam huruf a dan huruf b , perlu m enetapkan Peraturan 
Bupa ti ten tang Penerapan Tanda Tangan Elektron ik; 

1. Undang-Undang Nom or 14 Tahun 1950 tentang 
Pem bentukan Daerah-Daerah Ka u paten dalam 
Lin gkun ga n Propinsi Djawa Barat (Berita Negara 
Tahun 1950) seba gaimana telah diubah den gan Undang­
Undang Nomor 4 Tahun 1968 ten tang Pembentukan 
Kabu paten Purwakarta dan Su bang dengan mengubah 
Undang-Undang Nomor 14 Tahu n 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabu paten dalam 
Lingkungan Provinsi Djawa Bara t (Lembaran Negara 
Republik ndonesia Tahun 1968 Nomor 31 , Tambahan 
Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor 285 1); 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 
dan Transaksi Elektronik (Lem baran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana 
te1ah diubah dengan Undang-Un dang Nomor 19 
Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 
Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara 
Republik In donesia Nomor 5952); 

3. Undang-Un dang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa 
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kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 
Tabun 2022 tentang Hubungan Keuangan an tara 
Pemerintab Pusat dan Pemerintah Daerab (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tabun 2022 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6757); 

4. Peraturan Pemerintab Nomor 71 Tabun 2019 tentang 
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 185 , Tamba h an Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6400); 

5 . Peraturan Presiden Nomor 95 Tabun 2018 tentang Sistem 
Pemerintahan Ber ba s is Elek tronik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tabun 2018 Nomor 182); 

6 . Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 
Tabun 2016 ten tang Tata Cara Pembentukan Produk 
Hukum Daerah (Lembaran Daerab Tabun 2016 Nom or 1); 

7. Peraturan Daera h Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 
Ta hun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang m enjadi 
Kewen angan Pem erintahan Kabupaten Tasikmalaya 
(Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 3); 

8. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 71 Tabu n 2017 
tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan 
Pemerin ah Daerab Kabupaten Tasikmalaya (Berita 
Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 201 7 Nomor 71) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati 
Nomor 147 Tabun 2019 tentang Perubahan Ata s Peraturan 
Bupati Tasikmalaya Nomor 7 1 Tabun 20 17 tentang 
Pedoman Tata Na skab Dinas d i Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Tasikm alaya (Berita Daerab Kabupaten 
Tasikmalaya Tabun 20 19 Nomor 147); 

9 . Pera turan Bupa ti Tasikmalaya Nomor 9 7 Tabun 2022 
tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elek tron ik (Berita 
Daerah Tahun 2022 Nomor 9 7) ; 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN TANDA TANGAN 
ELEKTRONIK. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Bupati adalab Bupati Tasikmalaya. 
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 
3. Pemerintah Daerab adalah Bupati sebagai un sur penyelenggara 

Pemerintaban Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerab otonOffi. 

4. Perangkat Daerah adalab unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan 
urusan pemerintaban yang menjadi kewenangan Daerah. 
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5. Naskah Dinas Elektronik adalah informasi yang terekam dalam media 
elektronik sebagai alat komunikasi kedinasan, yang dibuat dan I atau 
diterima oleh pejabat/pimpinan yang berwenang di lingkungan Pemerintah 
Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 

6. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, 
diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, 
digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, 
ditampilkan, dan I atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, 
termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, 
rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol 
atau perforasi yang memilki makna atau arti atau dapa t d ipahami oleh 
orang yang mampu memahaminya. 

7. Sertifik at Elektronik adalah sertiftkat yang bersifat elektronik yang memuat 
Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan s tatus 
su bjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan 
oleh Penyelenggara Sertifikasi Elek tronik. 

8. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi 
Ele tronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi 
Elek tronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan au ten tikasi. 

9. Data Pembuatan Tanda Tangan Elektron ik adalah kode priba di, kode 
biometrik, kode kriptografi, dan I atau kode yang dihasilkan dari 
p en gubahan tanda tangan manual menjadi Tanda Tangan Elektronik, 
terma suk kode ain yang d ihasilkan dari perkembangan Teknologi 
In forma si. 

10. Pen anda Tangan adalah subjek h u kum ya n g terasosiasika n a tau terkait 
d engan Tanda Tangan Elektronik. 

11. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan 
m en ggunakan Komputer , jaringan Kom puter, danl a ta u media elektronik 
lainn ya. 

BAB II 
PENERAPAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK 

Bagian Kesatu 
Umum 

Pasal2 

(1) Tanda tangan elektronik dibubuhkan pada naskah dinas elektronik atau 
dokumen elektronik lainnya yang diterbi kan di lingkungan Pemerintah 
Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 

(2) Pada naskah dinas elektronik atau dokumen elektronik lainnya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan keterangan bahwa 
dokumen telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh 
Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara, yang 
ditempatkan pada footer. 

(3) Bentuk tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
keterangan dokumen telah ditandatangani secara elektronik sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(4) Pembubuhan tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilengkapi dengan pencantuman identitas penanda tangan sesuai 
ketentuan Peraturan Bupati mengenai tata naskah dinas. 
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Bagian Kedua 
Kekuatan Hukum dan Akibat Hukum 

Pasa13 

Tanda tangan elektronik sebagaiman a dimaksud dalam Pasal 2 memiliki 
kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi 
persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Bagian Ketiga 
Proses Penandatanganan 

Pasa14 

(1) Pada proses penandatanganan harus dilakukan mekanism e untuk 
m em astikan data verifikasi tanda tangan elektronik terkait den gan data 

embuatan tand a tangan elektronik masih berlaku atau tidak dicabut. 
(2) Setiap proses penandatanganan sebagaimana dimaksud pada aya t (1), 

m elalui proses berjenjang. 
(3) a a p roses penandatanganan s bagaimana dimaksud dalam ayat (2) 

il kan mekanisme untuk m m astikan data pembuatan tanda tangan 
elektronik: 
a . tidak dilaporkan ang; 
b . 'dak d i aporka n berpindah tangan kepada orang yang tidak berhak; 

n 
c . erada am kuasa Penan a Tangan. 

(4) Seb el m dilak kan en andatanganan sebagaimana dimaksu d dalam 
a at ( ), n a s ah dina s elektronik yang akan ditandatangani hams iketahui 
dan dipah . oleh penanda tangan. 

(5) P r setuju penanda tangan terhadap n askah dinas elektronik yang akan 
ditandatangani deng tanda tangan elektronik menggunakan m ekanisme 
a fi m asi dan/ atau m ekanisme lain yang m em perliha tkan m aksud dan 
tujuan penanda tangan u n tuk teri at dalam suatu transaksi elektronik. 

(6) Tanda tangan elektron ik ada naskah dinas elektronik paling sedikit: 
a. ibuat en ggunakan data pembuatan tanda tangan elektron ik; dan 
b. m en antumkan waktu penand a tanganan. 

(7) Perubahan tanda tangan elektronik danl atau naskah dinas elektronik yang 
ditandatangani setelah waktu penandatanganan harus dike tahui , 
dideteksi, atau ditemukenali. 

(8) Penanda tangan harus menjaga kerahasiaan dan bertanggung jawab atas 
data pembuatan tanda tangan elektronik. 

BAB III 
PENGAMANAN 

Pasal5 

(1) Setiap orang yang terlibat dalam tanda tangan elektronik berkewajiban 
memberikan pengamanan atas tanda tangan elektronik yang 
digunakannya. 

(2) Pengamanan tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) paling kurang meliputi: 
a . sistem tidak dapat diakses oleh orang lain yang tidak berhak; 
b . penanda tangan harus menerapkan prinsip kehati-hatian untuk 

menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap data terkait 
pembuatan tanda tangan elektronik; 



-5-

c. penanda tangan harus tanpa menunda-nunda, menggunakan 
cara yang dianjurkan oleh penyelenggara tanda tangan elektronik 
ataupun cara lain yang layak dan sepatutnya harus segera 
memberitahukan kepada seseorang yang oleh penanda tangan dianggap 
memercayai tanda tangan elektronik atau kepada pihak pendukung 
layanan tanda tangan elektronik jika: 
1. penanda tangan mengetahui bahwa data pembuatan tanda tangan 

elektronik telah dibobol; atau 
2. keadaan yang diketahui oleh penanda tangan dapat menimbulkan 

risi 0 yang berarti, kemungkinan akibat bobolnya data 
pembuatan tanda tangan e ektronik; dan 

d . dalam hal ser tifikat elektronik d igunaka n untuk m endukung 
and a tangan elektron ik, penanda tangan harus memastikan 

kebenaran dan keutuhan semua informasi yang terkait d engan 
sertifikat elektronik tersebut . 

(3) Setiap orang yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana 
di aksud pada ayat (1), bertanggung jawab atas segala kerugian dan 

o sekuensi hukum yang timbul. 

AB IV 
PEMANTAUAN DAN EVALUASI 

Pasa16 

Pemanta an an aluasi e ggunaan tanda tangan e ektronik dilaksanakan 
oleh perangkat da rahf u nit kerja yang menyelenggarakan em bidangi 
persan Ian. 

BABV 
PENDA AAN 

asal 7 

Pendanaan pel sanaan nggunaan tanda tangan elek tronik bersurnber dari 
Anggaran Pendapa tan Dan Belanja Daerah Kabu paten Tasikmalaya danl atau 
sumber pen danaan lainnya yang ah sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

BABVI 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 8 

Pembubuhan tanda tangan elektronik tidak dilakukan apabila: 
a. penanda tangan belum me me nuhi syarat administrasi untuk 

penandatanganan naskah dinas elektronik; dan I atau 
b. hal-hal yang diakibatkan oleh kejadian yang di luar dugaan atau di luar 

kemampuan yang wajar. 
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BAB VII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal9 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati lnl dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupa ten 
Tasikmalaya. 

Diundangkan d· Singaparna 
pada tanggal 5 Oktober 20 22 

SEKRETARI DAERAH 
KABUPATEN ASIKMALAYA, 

M_.ulnU.'r~aJ ZEN 

Ditetapkan d i Sin ga parna 
pada tangga l 5 Oktober 2"~,,-

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2022 NOM OR 112 
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PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 
111. Tahun 2022 

LAM PI RAN 
NOMOR 
TENTANG PENERAPAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK 

BENTUK TANDA TANGAN ELEKTRONIK 
DAN KETERANGAN DOKUMEN TELAH DITANDATANGANI 

SECARA ELEKTRONIK 

1. Bentuk Tanda Tangan Elektronik 

a . Bupati dan Wakil Bupati 

2cm 

1 2cm 

b. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pejabat Tinggi Pra tama, 
Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas 

2cm 

1 2 cm 

2. Keterangan telah ditandatangani secara elektronik: 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh 
Balai Sertifikasi Elek ronik (BSrE) , Badan Siber dan Sandi Negara. 

'ASIKMALAY A, 


